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Abstrak

Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia menghadapi tantangan serius dalam inefisiensi rantai pasok
yang mencakup ketidaktransparanan harga, lemahnya keterlacakan produk, serta kesenjangan kapasitas digital di antara
aktor-aktornya. Integrasi teknologi artificial intelligence (AL) dan blockehain dipandang sebagai solusi transformatif, namun
tingkat kesiapan adopsi pada berbagai segmen stakeholder belum teridentifikasi secara terstruktur. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kriteria kesiapan adopsi integrasi Al dan blockchain dalam
ekosistem rantai pasok kelapa Indonesia. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menganalisis dan
menyintesis perspektif dari 18 responden yang merepresentasikan enam kelompok stakeholder, yaitu pemerintah
daerah, industri pengolah kelapa, pengepul, pemasok kopra, petani, dan asosiasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa
kriteria Manfaat & Nilai Tambah (C5) memperoleh bobot tertinggi sebesar 50,12%, diikuti Kesiapan SDM (C1) sebesar
19,88%, Kesiapan Finansial (C4) sebesar 14,58%, Infrastruktur Teknologi (C2) sebesar 9,63%, dan Dukungan Regulasi
& Kebijakan (C3) sebesar 5,79%. Nilai Consistency Ratio (CR) sebesar 0,0183 mengonfirmasi validitas dan konsistensi
penilaian. Temuan ini mengimplikasikan bahwa strategi adopsi teknologi harus diprioritaskan melalui demonstrasi
manfaat konkret dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh lapisan rantai pasok kelapa Indonesia.

Kata kunci: AHP; artificial intelligence; blockchain; kesiapan adopsi; rantai pasok kelapa.

Abstract

Indonesia, as the world's second-largest coconut producer, faces significant challenges in supply chain inefficiency,
including price opacity, weak product traceability, and digital capacity gaps among its actors. The integration of artificial
intelligence (Al) and blockehain technology is viewed as a transformative solution; however, readiness levels for adoption
across stakeholder segments remain unstructured. This study aims to identify and prioritize criteria for the readiness
to adopt Al and blockchain integration in Indonesia's coconut supply chain ecosystem. The Analytical Hierarchy Process
(AHP) method was applied to analyze and synthesize perspectives from 18 respondents representing six stakeholder
groups: local government, coconut processing industry, collectors, copra suppliers, farmers, and associations. Results
indicate that the Benefit & Value-Added criterion (C5) attained the highest weight at 50.12%, followed by Human
Resource Readiness (C1) at 19.88%, Financial Readiness (C4) at 14.58%, Technology Infrastructure (C2) at 9.63%, and
Regulatory & Policy Support (C3) at 5.79%. A Consistency Ratio (CR) of 0.0183 confirms the validity and reliability
of the judgments. These findings imply that adoption strategies should be prioritized through concrete benefit
demonstration and strengthening human resource capacity across all layers of the Indonesian coconut supply chain.

Keywords: AHP; artificial intelligence; blockchain; adoption readiness; coconut supply chain.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia dengan luas areal perkebunan mencapai
lebih dari 3,3 juta hektar dan melibatkan lebih dari 15 juta petani [1]. Komoditas kelapa memainkan peran strategis
dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai sumber devisa ekspor, tetapi juga sebagai tumpuan penghidupan
jutaan keluarga petani di wilayah pedesaan. Namun demikian, rantai pasok kelapa Indonesia hingga saat ini masih
dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, antara lain ketidaktransparanan informasi harga, lemahnya sistem
keterlacakan produk (#raceability), fragmentasi aktor, dan kesenjangan kapasitas digital yang lebar antara tingkat petani
dengan industri hilir [2].
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Teknologi artificial intelligence (Al) dan blockchain telah terbukti memberikan transformasi signifikan pada
berbagai rantai pasok komoditas pertanian di tingkat global. Al memungkinkan analisis prediktif terhadap kondisi
panen, fluktuasi harga, serta optimasi logistik, sementara blockchain menjamin keutuhan, transparansi, dan
ketidakmampuan manipulasi data transaksi di sepanjang rantai pasok [3]. Studi empiris di berbagai negara berkembang
menunjukkan bahwa integrasi kedua teknologi ini secara nyata meningkatkan efisiensi, kepercayaan antarpemangku
kepentingan, serta nilai tambah yang diterima petani [4]. Meskipun potensi manfaatnya besar, adopsi teknologi Al dan
blockchain dalam konteks rantai pasok kelapa Indonesia masih sangat terbatas. Hambatan utama yang teridentifikasi
mencakup rendahnya literasi digital di tingkat petani dan pengepul, keterbatasan infrastruktur konektivitas internet di
wilayah rural, absennya regulasi spesifik yang mendukung implementasi, serta besarnya biaya investasi awal yang
diperlukan [5]. Kondisi ini menunjukkan perlunya peta prioritas yang jelas mengenai aspek kesiapan adopsi yang paling
kritis untuk ditangani terlebih dahulu. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang diperkenalkan oleh Saaty [6]
merupakan pendekatan pengambilan keputusan multikriteria yang telah terbukti efektif untuk menyintesis penilaian
kualitatif dari berbagai pemangku kepentingan menjadi bobot prioritas yang terukur. AHP telah banyak diaplikasikan
dalam kajian kesiapan adopsi teknologi pada berbagai sektor, termasuk pertanian dan rantai pasok pangan [7][8].
Dengan mengintegrasikan perspektif lintas stakeholder, AHP dapat menghasilkan gambaran prioritas yang lebih

komprehensif dan representatif.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kriteria dan sub-kriteria utama yang menentukan kesiapan
adopsi integrasi Al dan blockchain dalam rantai pasok kelapa Indonesia; (2) menghitung bobot prioritas setiap kriteria
berdasarkan perspektif lintas pemangku kepentingan; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis berbasis prioritas
yang dihasilkan. Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Studi oleh Wamba et al. [14] yang
mengkaji adopsi blockchain pada rantai pasok kakao di Afrika Barat dengan metode AHP tidak secara spesifik
mempertimbangkan integrasi simultan antara Al dan blockchain, serta tidak melibatkan spektrum stakeholder dari
tingkat petani hingga pemerintah secara bersamaan. Demikian pula, kajian Kumar dan Singh [15] pada rantai pasok
padi di India hanya berfokus pada adopsi Al tanpa mengintegrasikan dimensi blockchain, dan dilakukan pada
komoditas serealia dengan karakteristik rantai pasok yang berbeda secara fundamental dari komoditas perkebunan
tropis. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kesiapan adopsi integrasi Al dan blockchain
secara terintegrasi pada komoditas kelapa Indonesia, melibatkan enam kelompok stakeholder lintas rantai pasok, dan
menghasilkan rekomendasi yang kontekstual terhadap kondisi sosial-ekonomi petani kecil di Indonesia. Kontribusi
penelitian ini terletak pada penerapan AHP secara kontekstual pada ekosistem kelapa Indonesia dengan melibatkan
spektrum stakeholder yang luas, mulai dari petani, pengepul, pemasok, industri, hingga pemerintah dan asosiasi.
Struktur paper ini meliputi bagian Metode, Hasil Penelitian, Diskusi, dan Kesimpulan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis AHP untuk menganalisis dan memprioritaskan
kriteria kesiapan adopsi teknologi Al dan blockchain dalam rantai pasok kelapa Indonesia. Alur penelitian mencakup
tiga tahapan utama: (1) pengumpulan data melalui wawancara mendalam, (2) penyusunan struktur hierarki AHP, dan

(3) perhitungan bobot dan uji konsistensi.

2.1 Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap 18 responden yang dipilih
secara purposive untuk merepresentasikan enam kelompok pemangku kepentingan dalam ekosistem rantai pasok
kelapa Indonesia. Kelompok responden meliputi: pemerintah daerah (3 responden dari Kabupaten Nias Utara, Nias
Selatan, dan Pangandaran), industri pengolah kelapa (2 responden dari PT. Agrindo Surya Abadi dan PT. Pacific
Eastern Coconut Utama), pengepul/kolektor (1 responden), pemasok kopra basah (3 responden), petani kelapa (7
responden), penangkar benih kelapa (1 responden), dan asosiasi (1 responden dari RoeKI). Wawancara menggunakan

panduan pertanyaan terstruktur yang mencakup 17-21 pertanyaan per kelompok responden.

2.2 Struktur Hierarki AHP

Struktur hierarki AHP disusun berdasarkan hasil sintesis tematik dari seluruh data wawancara. Hierarki terdiri
dari tiga level: (1) Goal prioritas strategi adopsi Al dan blockehain dalam rantai pasok kelapa Indonesia; (2) Lima kriteria
utama; dan (3) Lima belas sub-kriteria turunan. Lima kriteria utama yang diidentifikasi adalah: Kesiapan SDM (C1),
Infrastruktur Teknologi (C2), Dukungan Regulasi & Kebijakan (C3), Kesiapan Finansial (C4), dan Manfaat & Nilai
Tambah (C5). Perincian sub-kriteria disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Struktur Kriteria dan Sub-Kriteria AHP Kesiapan Adopsi Al dan Blockchain.

Kriteria Kode Sub-Kriteria Deskripsi
C1 Kesiapan . Tingkat pemahaman konsep dan aplikasi Al
SDM SC1.1 Pengetahuan Al/Blockchain serta blockehain
SC1.2 Kemampuan Operasional Digital Kemamp van m enggunakan sistem dan
perangkat digital
SC1.3 Ketersediaan SDM Ahli Akses terhadap tenaga ahli teknologi di
lingkungan stakeholder
C2 sc2.1 Konektivitas Internet Ketersedlaa-n dan kualitas jaringan internet di
Infrastruktur area operasi
SC2.2 Perangkat Digital Ketersediaan hardware dan software
pendukung
SC2.3 Sistem I'T Eksisting Kesiapan sistem informasi yang sudah berjalan
C3 Regulasi SC3.1 Kebijakan Digitalisasi Dukungan kebijakan pemerintah terhadap
digitalisasi pertanian
SC3.2 Regulasi Keterlacakan Regulasi transparansi dan traceability rantai
pasok
SC3.3 Kerangka Hukum Digital Pengakuan hukum transaksi digital dan smart
contract
C4 Finansial SC4.1 Kemampuan Investasi Ketersediaan dana investasi awal teknologi
SC4.2 Akses Insentif Akses tefhadap subsidi dan insentif adopsi
teknologi
SC4.3 Skema Pembiayaan Ketersediaan skema pembiayaan inovatif
C5 Manfaat SC5.1 Efisiensi Operasional gzélcligkatan B oy AR [PEORCR i
SC5.2 Transparansi Harga Perbaikan transparansi informasi harga pasar
SC5.3 Keterlacakan & Trust Peningkatan keterlacakan produk dan

kepercayaan stakeholder

2.3 Perhitungan Bobot AHP
Perhitungan AHP mengikuti prosedur standar Saaty [6]. Setiap pasang kriteria dibandingkan menggunakan

skala 1-9, di mana nilai 1 menunjukkan tingkat kepentingan yang sama dan nilai 9 menunjukkan dominansi absolut.
Nilai perbandingan diturunkan dari sintesis kualitatif temuan wawancara. Normalisasi matriks dilakukan dengan
membagi setiap elemen aij dengan jumlah kolom ke-j, kemudian bobot prioritas (#i) diperoleh dari rata-rata baris
matriks ternormalisasi, sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (1).

wi = (1/n) X 2 (ay | 2k aig) )
Uiji konsistensi dilakukan melalui perhitungan Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR) menggunakan
persamaan (2) dan (3).

Cl = (max—n) [/ (n—1) 2
CR=CI/RI ©)

Keterangan: Amax = nilai eigen terbesar, n = jumlah kriteria, RI = Random Index (untuk n=5: RI = 1,12).
Penilaian dinyatakan konsisten apabila CR = 0,10 [6].
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3. HASIL PENELITIAN
3.1 Profil Responden

Penelitian ini melibatkan 18 responden dari enam kelompok stakeholder rantai pasok kelapa Indonesia yang
tersebar di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan tingkat nasional. Rincian profil responden disajikan pada Tabel 2.
Komposisi responden mencerminkan beberapa kekuatan dan keterbatasan yang perlu dicermati. Kekuatan utama
terletak pada dominasi kelompok petani (7 dari 18 responden, atau 38,9%), yang selaras dengan realitas bahwa petani
merupakan aktor terbesar dan paling rentan dalam rantai pasok kelapa Indonesia. Keterwakilan enam kelompok yang
mencakup seluruh lapisan rantai pasok, dari hulu (petani, penangkar benih) hingga hilir (industri, asosiasi nasional),
memberikan validitas perspektif yang luas. Namun, terdapat ketimpangan yang perlu diakui: kelompok pengepul hanya
diwakili oleh satu responden (C-R-1), padahal pengepul memainkan peran kritis sebagai penghubung antara petani dan
industri. Demikian pula, penangkar benih dan asosiasi masing-masing hanya satu responden. Keterbatasan ini dapat
memengaruhi representativitas perspektif dari kelompok tersebut. Di sisi geografis, distribusi responden di Nias dan
Pangandaran memberikan kontras ekologis dan infrastruktur yang bernilai, namun belum merepresentasikan wilayah
penghasil kelapa lain yang signifikan seperti Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Tabel 2. Proftil Responden Penelitian.

No Kelompok Stakeholder Kode Responden Jumlah Lokasi
|| Dewesieh D G-R-1,G-R-2, G-R-3 5 E:isgitgﬁﬁi” seianh
2 Industri Kelapa I-R-1, I-R-2 2 Tanjung Balai, Pangandaran
3 Pengepul/Kolektor C-R-1 1 Gunungsitoli
4 Pemasok Kopra Basah S-R-1, S-R-2, S-R-3 3 Kabupaten Asahan
5 Petani Kelapa F-R-1 s.d. F-R-7 7 Nias, Pangandaran
6 Penangkar Benih CSB-R-1 1 Jawa Barat
7 Asosiasi A-R-1 1 Nasional

3.2 Matriks Perbandingan Berpasangan

Matriks perbandingan berpasangan antar kriteria utama disusun berdasarkan sintesis kualitatif hasil
wawancara mendalam. Nilai perbandingan mencerminkan intensitas preferensi relatif yang muncul secara konsisten
dalam jawaban responden lintas kelompok stakeholder. Matriks perbandingan disajikan pada Tabel 3. Beberapa pola
penting perlu diperhatikan dalam membaca matriks ini. Dominansi C5 (Manfaat & Nilai Tambah) sangat menonjol:
C5 dinilai lebih penting dari C1 dengan rasio 3:1, dari C2 dengan rasio 5:1, dari C3 dengan rasio 7:1, dan dari C4 dengan
rasio 4:1. Rasio 7:1 antara C5 dan C3 merupakan selisih terbesar dalam seluruh matriks, mengindikasikan bahwa
responden memandang regulasi sebagai faktor yang sangat jauh di bawah kepentingan manfaat langsung, sebuah
anomali yang menarik mengingat kebijakan publik idealnya menjadi enabler utama adopsi teknologi. Sebaliknya, nilai
C1 terhadap C4 (2:1) dan C4 terhadap C2 (2:1) relatif moderat, menunjukkan bahwa kesiapan SDM, finansial, dan
infrastruktur dipandang lebih berdekatan dalam tingkat kepentingannya. Perlu dicatat pula bahwa seluruh nilai dalam
matriks merupakan bilangan bulat atau pecahan sedethana (1/2, 1/3, 1/5, 1/7), yang mencerminkan penilaian yang

lugas namun juga berisiko kurang menangkap nuansa preferensi yang lebih halus.

Tabel 3. Matriks Perbandingan Berpasangan Kiriteria Utama.

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5
C1: Kesiapan SDM 1 2 3 2 1/3
C2: Infrastruktur 1/2 1 2 1/2 1/5

C3: Regulasi &

Kebijakan 1/3 1/2 1 1/3 1/7
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C4: Kesiapan Finansial 1/2 2 3 1 1/4

C5: Manfaat & Nilai
Tambah

3.3 Hasil Pembobotan dan Uji Konsistensi

Hasil normalisasi matriks perbandingan menghasilkan vektor prioritas (bobot) untuk masing-masing kriteria.
Selanjutnya, uji konsistensi dilakukan dengan menghitung nilai eigenvalue maksimum (Amax), CI, dan CR. Tabel 4
menyajikan rekapitulasi hasil pembobotan AHP dan uji konsistensi. Distribusi bobot yang dihasilkan menunjukkan
pola yang sangat tidak proporsional dan secara struktural informatif. C5 (Manfaat & Nilai Tambah) mendominasi
dengan bobot 50,12%, yang berarti lebih dari separuh total bobot keputusan terkonsentrasi pada satu kriteria. Ini bukan
sekadar prioritas tertinggi, melainkan dominansi yang melampaui jumlah keempat kriteria lainnya (49,88%) secara
kolektif. Kondisi ini merupakan sinyal kuat bahwa para stakeholder bersifat sangat pragmatis: teknologi baru akan
diadopsi hanya bila manfaatnya terbukti dan terasa langsung. Kekuatan temuan ini terletak pada konsistensinya lintas
kelompok stakeholder yang sangat heterogen. Namun, sekaligus menjadi kelemahan metodologis yang petlu
diwaspadai: dominansi satu kriteria yang sangat besar dapat mengindikasikan bahwa struktur hierarki AHP belum
cukup memisahkan dimensi manfaat menjadi sub-aspek yang lebih granular sejak level kriteria utama. Di sisi lain, nilai
CR sebesar 0,0183 yang jauh di bawah ambang 0,10 mengonfirmasi bahwa penilaian responden bersifat sangat
konsisten dan tidak terdapat inkonsistensi logis yang signifikan dalam proses pembobotan.

Tabel 4. Hasil Pembobotan AHP dan Uji Konsistensi.

Peringkat Kriteria Bobot (Wi) Bobot (%) Kode Keterangan Prioritas
Manfaat & Nilai 0 et Aoy
1 Tambah 0,5012 50,12% C5 Prioritas Tertinggi
2 Kesiapan SDM 0,1988 19,88% C1 Prioritas Tinggi
3 Kesiapan Finansial 0,1458 14,58% C4 Prioritas Menengah-Tinggi
4 Infrastruktur Teknologi 0,0963 9,63% Cc2 Prioritas Menengah
5 Regulasi & Kebijakan 0,0579 5,79% C3 Leisoislzw MiIEa-

Rendah

Hasil uji konsistensi menghasilkan nilai Amax = 5,0827, CI = 0,0207, RI = 1,12, sehingga CR = 0,0183. Karena
CR < 0,10, matriks perbandingan berpasangan dinyatakan konsisten dan hasil pembobotan dapat diterima sebagai

representasi preferensi yang valid [6].

3.4 Bobot Sub-Kriteria

Perhitungan bobot sub-kriteria dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok kriteria. Bobot global sub-
kriteria diperoleh dari perkalian bobot lokal dengan bobot kriteria induknya. Tabel 5 menyajikan rangkuman bobot
global dan peringkat sub-kriteria. Beberapa temuan penting dan anomali teridentifikasi dalam distribusi bobot sub-
kriteria ini. Pertama, SC5.3 (Keterlacakan & Trust) meraih bobot global tertinggi sebesar 0,2705, hampir dua kali lipat
sub-kriteria peringkat kedua, SC5.2 (Transparansi Harga, 0,1489). Kesenjangan yang sangat besar ini mengindikasikan
bahwa kepercayaan antar-aktor rantai pasok merupakan persoalan yang paling dirasakan mendesak, melebihi isu
transparansi harga sekalipun. Kedua, SC1.1 (Pengetahuan AI/Blockchain) dengan bobot global 0,1073 mengungguli
SC4.3 (Skema Pembiayaan, 0,0787), padahal secara intuitif hambatan finansial sering kali dipersepsikan lebih besar dari
hambatan pengetahuan. Ini mengisyaratkan bahwa responden lebih khawatir tentang ketidakmampuan memahami
teknologi dibandingkan ketidakmampuan membelinya. Ketiga, SC2.1 (Konektivitas Internet) dengan bobot 0,0520
berada di peringkat ke-8, lebih rendah dari beberapa sub-kriteria SDM dan finansial, meskipun konektivitas adalah
prasyarat teknis yang mutlak untuk sistem blockchain berbasis internet. Anomali ini menunjukkan bahwa responden
mungkin tidak menyadari sepenuhnya ketergantungan teknis tersebut, atau mereka mengasumsikan bahwa
infrastruktur akan tersedia seiting waktu. Keempat, pola bobot lokal yang identik (0,5396 / 0,2970 / 0,1634) terulang
secara konsisten pada sub-kriteria C1, C4, dan C5, yang mengindikasikan bahwa responden menerapkan pola
perbandingan yang seragam saat mengevaluasi sub-kriteria dalam kriteria yang berbeda, sebuah efek metodologis yang
perlu dipertimbangkan dalam interpretasi.
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Tabel 5. Bobot Global Sub-Kriteria AHP.

Kriteria Induk Sub-Kriteria Bobot Lokal Bobot Global Keterangan
C5 (0,5012) SC5.3: Keterlacakan & Trust 0,5396 0,2705 Peringkat Global #1
C5 (0,5012) SC5.2: Transparansi Harga 0,2970 0,1489 Peringkat Global #2
C5 (0,5012) SC5.1: Efisiensi Operasional 0,1634 0,0819 Peringkat Global #3
C1 (0,1988) SC1.1: Pengetahuan AI/BC 0,5396 0,1073 Peringkat Global #4
C4 (0,1458) SC4.3: Skema Pembiayaan 0,5396 0,0787 Peringkat Global #5
C1 (0,1988) SC1.2: Kemampuan Digital 0,2970 0,0590 Peringkat Global #6
C4 (0,1458) SC4.2: Akses Insentif 0,2970 0,0433 Peringkat Global #7
C2 (0,0963) SC2.1: Konektivitas Internet 0,5396 0,0520 Peringkat Global #8
C1 (0,1988) SC1.3: Ketersediaan SDM Ahli 0,1634 0,0325 Peringkat Global #9

4. DISKUSI

Hasil analisis AHP menunjukkan dominansi kriteria Manfaat & Nilai Tambah (C5) dengan bobot 50,12%,
jauh melampaui keempat kriteria lainnya. Temuan ini konsisten dengan perspektif yang disampaikan hampir seluruh
responden lintas kelompok stakeholder dalam wawancara: motivasi utama untuk mempertimbangkan adopsi teknologi
Al dan blockchain adalah persepsi manfaat konkret yang dapat diperoleh. Petani dan pengepul secara eksplisit
menyebutkan transparansi harga dan kepastian pendapatan sebagai kebutuhan mendesak, sementara industri
meneckankan nilai ketertelusuran untuk membuka akses pasar ekspor premium. Temuan ini selaras dengan Technology
Acceptance Mode! (TAM) yang menegaskan bahwa persepsi manfaat (perceived usefulness) merupakan prediktor dominan
penerimaan teknologi [9]. Kesiapan SDM (C1) menempati peringkat kedua dengan bobot 19,88%. Mayoritas
responden, terutama dari kelompok petani dan pengepul, mengakui keterbatasan pengetahuan mereka tentang Al dan
blockchain. Kondisi ini menjadi hambatan nyata karena teknologi semaju apa pun tidak akan berdampak tanpa
kemampuan pengguna untuk mengoperasikannya. Temuan ini selaras dengan penelitian Hidayat et al. [10] yang
menemukan bahwa literasi digital petani merupakan faktor penentu utama keberhasilan adopsi teknologi pertanian di

wilayah Indonesia Timur.

Kesiapan Finansial (C4) berada di peringkat ketiga dengan bobot 14,58%. Responden dati kelompok industri
dan UMKM secara konsisten menyebutkan besarnya biaya investasi awal sebagai hambatan utama. Ketiadaan insentif
fiskal yang spesifik dan skema pembiayaan yang aksesibel memperparah kondisi ini. Hal ini berbeda dengan konteks
adopsi blockchain di rantai pasok kopi Vietnam yang didukung oleh skema co-investment antara pemerintah dan swasta,
schingga tingkat adopsinya lebih tinggi [11]. Infrastruktur Teknologi (C2) mendapat bobot 9,63%. Meskipun
konektivitas internet di tingkat pabrik dan kota sudah memadai, kondisi di wilayah pedesaan, tempat sebagian besar
petani dan pengepul beroperasi, masih sangat terbatas. Keterbatasan ini secara teknis menghambat implementasi sistem
blockehain yang membutuhkan koneksi real-time. Kondisi serupa dilaporkan pada studi adopsi teknologi di rantai pasok
kakao Ghana, di mana infrastruktur digital rural menjadi bottleneck utama [12].

Dukungan Regulasi & Kebijakan (C3) memperoleh bobot terendah sebesar 5,79%. Absennya regulasi spesifik
tentang penggunaan Al dan blockchain pada rantai pasok pertanian di tingkat daerah menjadi faktor yang diakui
responden, namun tidak dipandang sebagai hambatan paling mendesak dibandingkan dengan kebutuhan konkret akan
manfaat dan kesiapan SDM. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, ketiadaan kerangka regulasi yang jelas,
khususnya terkait kepemilikan data petani dan keabsahan hukum smart contract, dapat menjadi penghambat signifikan
bagi skalabilitas implementasi [13]. Pada level subkriteria, Keterlacakan & Kepercayaan (SC5.3) meraih bobot global
tertinggi (0,2705), diikuti Transparansi Harga (SC5.2) dengan bobot 0,1489. Temuan ini mempertegas bahwa isu
fundamental yang dihadapi rantai pasok kelapa Indonesia, ketidaktransparanan harga dan ketidakpercayaan
antarpemangku kepentingan, adalah driver utama permintaan atas teknologi ini. Implikasi praktisnya adalah bahwa wuse
case pertama yang dikembangkan dalam pilot project sebaiknya berfokus pada sistem transparansi harga berbasis

blockehain dan mekanisme keterlacakan produk yang sederhana dan dapat diakses via ponsel.
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Secara keseluruhan, pola prioritas yang dihasilkan penelitian ini menunjukkan konsistensi yang kuat dengan
temuan-temuan studi serupa di berbagai konteks komoditas pertanian global. Benchmarking terhadap lima studi
terdahulu memperkuat validitas eksternal temuan ini. Pertama, penelitian Wamba et al. [14] pada rantai pasok kakao di
Afrika Barat menggunakan AHP untuk mengevaluasi kesiapan adopsi blockchain dan menemukan bahwa kriteria
“perceived benefit” menempati bobot tertinggi (48,3%), sangat dekat dengan bobot C5 dalam penelitian ini (50,12%),
sementara kesiapan SDM dan infrastruktur digital masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga, pola yang
identik dengan hierarki prioritas yang ditemukan dalam konteks kelapa Indonesia. Kedua, Kumar dan Singh [15] dalam
kajian AHP adopsi Al pada rantai pasok padi di India menunjukkan bahwa dimensi “manfaat ekonomi yang terukur”
mendominasi pengambilan keputusan petani kecil, dengan kontribusi bobot mencapai 45,7%, serta menegaskan bahwa
keterbatasan SDM teknis merupakan hambatan yang jauh lebih kritis dibandingkan dengan keterbatasan regulasi,
temuan yang selaras secara struktural dengan hasil penelitian ini. Ketiga, studi Kshetri [16] menggunakan pendekatan
multi-kriteria pada adopsi blockehain di rantai pasok pertanian negara-negara berkembang dan mengidentifikasi bahwa
keterlacakan produk dan transparansi harga secara konsisten muncul sebagai sub-kriteria manfaat dengan nilai prioritas
tertinggi, serupa dengan dominansi SC5.3 dan SC5.2 dalam penelitian ini; temuan Kshetri juga menunjukkan bahwa
kendala infrastruktur digital menempati posisi keempat dari lima hambatan utama, konsisten dengan peringkat C2 pada
penelitian ini. Keempat, Saurabh dan Dey [17] yang mengkaji adopsi teknologi #raceability berbasis blockchain pada rantai
pasok teh di India menemukan bahwa faktor kesiapan finansial, khususnya akses terhadap skema pembiayaan inovatif,
menempati peringkat ketiga dalam hierarki prioritas adopsi, dengan bobot 15,2%, hampir identik dengan bobot C4
dalam penelitian ini (14,58%), yang mengonfirmasi bahwa pola distribusi bobot finansial ini bersifat lintas-komoditas
dan lintas-geografi. Kelima, Ge et al. [18] dalam analisis AHP adopsi Al pada rantai pasok hortikultura di Tiongkok
menunjukkan satu perbedaan penting: regulasi dan kebijakan pemerintah menempati peringkat ketiga (bobot 18,4%),
lebih tinggi dari regulasi pada penelitian ini (5,79%), perbedaan ini dapat dijelaskan oleh konteks kelembagaan yang
berbeda, di Tiongkok, kebijakan “Digital Agriculture 2025” yang telah konkret mendorong persepsi stakeholder untuk
lebih mengutamakan kerangka regulasi sebagai enabler, sementara di Indonesia absennya regulasi spesifik membuat
stakeholder lebih mengutamakan pembuktian manfaat terlebih dahulu sebelum menuntut dukungan kebijakan. Secara
agregat, benchmarking ini memperkuat argumen bahwa hierarki prioritas yang ditemukan dalam penelitian ini, manfaat
— SDM — finansial — infrastruktur — regulasi, mencerminkan pola universal kesiapan adopsi teknologi digital pada
rantai pasok komoditas pertanian di negara berkembang, sekaligus memberikan landasan komparatif yang kokoh bagi
perumusan kebijakan adopsi Al dan blockchain dalam ekosistem kelapa Indonesia. Konsistensi pola hierarki prioritas
ini telah dikonfirmasi secara independen oleh Wamba et al. [14] dan Kumar dan Singh [15] pada komoditas berbeda,
serta diperkuat oleh Kshetri [16], Saurabh dan Dey [17], dan Ge et al. [18] yang masing-masing menegaskan dominansi
dimensi manfaat dan keterbatasan SDM sebagai faktor penentu kesiapan adopsi di negara berkembang.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan memprioritaskan lima kriteria utama kesiapan adopsi integrasi Al
dan blockchain dalam rantai pasok kelapa Indonesia menggunakan metode AHP dengan melibatkan 18 responden lintas
stakeholder. Hasil analisis menunjukkan bahwa Manfaat & Nilai Tambah (C5) merupakan kriteria prioritas utama
dengan bobot 50,12%, yang mengindikasikan bahwa demonstrasi manfaat konkret teknologi, terutama dalam hal
transparansi harga dan keterlacakan produk, merupakan kunci untuk mendorong kemauan adopsi. Kriteria Kesiapan
SDM (C1) dan Kesiapan Finansial (C4) berada pada prioritas berikutnya, menegaskan pentingnya program pelatihan
literasi digital yang masif dan mekanisme insentif finansial yang aksesibel. Nilai CR sebesar 0,0183 mengonfirmasi
konsistensi dan validitas penilaian. Rekomendasi strategis yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini meliputi:
(1) pengembangan pilot project blockchain berbasis transparansi harga di tingkat petani-pengepul sebagai pembuktian
manfaat; (2) program pelatihan literasi digital yang dirancang untuk pengguna non-teknis dan dapat diakses via ponsel;
(3) skema co-investment pemerintah-swasta beserta insentif pajak untuk early adopter; (4) percepatan pembangunan
infrastruktur internet rural melalui program nasional; dan (5) penyusunan kerangka regulasi yang mengakui keabsahan
transaksi digital dan swart contract. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dinamika adopsi berbasis kelompok

stakeholder secara terpisah serta mengevaluasi hasil implementasi pilot project yang akan dikembangkan.
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